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KATA  PENGANTAR 

    

Puji Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan 

ridha-Nya, Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang telah dapat menyelesaikan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015. Salawat dan beriring salam 

disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat 

manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang tahun 2015 ini dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud oleh surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor. 516-

1/SEK/KU.01/11/2015, tanggal 17 November 2015, sesuai Peraturan Presiden 

Nomor : 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang telah melaksanakan penyusunan LKjIP tahun 

2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.  

LKjIP Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang tahun 2015 dibuat sebagai 

laporan pelaksanaan tugas, bahan evaluasi, capaian kinerja, dan pencapaian indikator 

kinerja utama tahun 2015 serta perjanjian kinerja tahun 2016 sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dalam mewujudkan 

reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misi yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan 

Indonesia Yang Agung”. 
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Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat 

kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak 

sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di masa mendatang. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada 

kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan 

bangsa. Amin. 

 

        Kualasimpang, 04 April 2016 

Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang 

 

     ttd 

 

 

                                                                      Drs. H. BAKTI RITONGA, S.H, M.H 

NIP. 19680315 199303 1 003 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang mempunyai tugas dan peran yang 

strategis sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas 

yustisial dan administratif, untuk itu seluruh program kerja Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, target kinerja yang telah 

ditetapkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang 

sebagai penjabaran dari program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 

Dalam rangka pelaksanakan visi, misi dan rencana strategis Mahkamah 

Syar’iyah Kualasimpang secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan, 

telah ditetapkan 4 (empat) tujuan, 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada 

tahun 2015. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis 

yang ditetapkan dalam penetapan/perjanjian kinerja tahun 2015 terdapat 4 (empat) 

sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih). 

Secara keseluruhan tingkat pencapaian Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang 

adalah sebesar 98,9% (sembilan puluh delapan koma sembilan persen). Rincian 

capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat 

diilustrasikan dalam tabel berikut : 
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 

MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % 

1. Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan 

Dukungan 

Pelaksanaan Tugas 

Peradilan 

1. Peningkatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya melalui pencapaian 

kinerja penyelenggaraan operasional perkantoran  

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang melalui pencapaian penyediaan sarana 

dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan 

peradilan. 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 
2. Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan 

Hukum yang 

Berkeadilan kepada 

Pencari Keadilan 

1. Peningkatan penyelesaian perkara 

a. Jumlah  Perkara yang diterima  

b. Jumlah  perkara yang  diselesaikan 

c. Jumlah Sisa Perkara yang semakin sedikit 

2. Peningkatan Manajemen Peradilan 

a. Jumlah Penyelesaian Perkara yang dibebaskan biaya  

b. Jumlah jam layanan Posbakum  

c. Jumlah Sidang diluar gedung kantor 

d. Jumlah Perkara Jinayat 

 

550 pkr 

520 pkr 

55 Pkr 

 

36 pkr 

    900 Jam 

4 Kegiatan 

40 pkr 

 

 

 

 

519 pkr 

497 pkr 

69 pkr 

 

38 pkr 

900 Jam 

4 Kegiatan 

39 pkr 

 

 

 

 

 

519 pkr 

497 pkr 

69 pkr 

 

38 pkr 

900 Jam 

4 kegiatan 

39 pkr 

 

 

 

3. Meningkatkan 

Kredibilitas dan 

Transparansi Badan 

Peradilan 

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 

(acces to justice) melalui : 

a. Pengumuman prosedur berperkara 

b. Pengumuman besarnya biaya perkara dan penggunaanya 

c. Pengumuman Jadwal sidang melalui website 

d. Pengumuman sisa panjar biaya perkara 

e. Jumlah  perkara yang dipublikasikan 

f. Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan 

 

 

 

1 web 

1 web 

1 web 

1 web 

400 pkr 

1 satker 

 

 

1 web 

1 web 

1 web 

1 web 

370 pkr 

1 satker 

 

100 % 

100% 

100% 

100% 

92,5% 

100% 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada 

dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, 

lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh 

Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan 

Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian 

tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai 

organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang- 

Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing – masing”. 

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang 

dinamakan dengan peradilan satu atap (One Roof System). Sebagai realisasi dari 

pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. 

Sebagai lembaga pemerintah, Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang 

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung 

dan hal ini juga menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan 

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. 

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Mahkamah 
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Syar’iyah Kualasimpang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan 

proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan 

kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. 

Sejalan dengan kebijakan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 

yang telah mencanangkan 7 ( tujuh ) faktor penting sebagai perwujudan 

pelaksanaan reformasi birokrasi dengan perincian sebagai berikut: 

1.  Penyelesaian perkara tepat waktu ( sesuai SOP ); 

2.  Pengelolaan dan peningkatan manajemen SDM; 

3.  Pengelolaan website; 

4.  Implementasi pelaksanaan SIADPA Plus;  

5.  Tersedianya meja informasi; 

6.   Justice for All (Prodeo, Sidang Keliling dan Posbakum); 

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 

dinyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas 

Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas 

Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good 

governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, 

transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, 

pengawasan, efisiensi dan efektif serta profesionalisme.  

Akuntabilitas merupakan azas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan 

yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance), 

yang dapat didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, 

anggaran dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dapat 

diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari 

tindakan seseorang atau lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk 

meminta jawaban atau keterangan dari orang atau lembaga yang telah diberikan 
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wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang ini adalah 

merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan 

sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang 

dihadapi selama tahun pelaporan. 

  

B. TUGAS DAN FUNGSI 

Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang sebagai lembaga peradilan yang 

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum 

Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, mempunyai tugas pokok menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya 

sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi 

kewenangan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dalam tingkat Pertama.  

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang mempunyai fungsi sebagai berikut: memberikan pelayanan 

teknis yustisial bagi perkara tingkat pertama; 

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Tingkat Pertama dan 

administrasi peradilan lainnya; 

3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam 

pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana 

diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama; 

4. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

lingkungan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang. 
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C. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Laporan  ini  menggambarkan  pencapaian  kinerja  Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) tersebut 

diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) sebagai tolak ukur 

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana 

kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja 

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Uraian singkat 

masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi 

serta sistematika penyajian ; 

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian kinerja menjelaskan mengenai rencana 

stratejik termasuk didalamnya visi-misi, tujuan dan sasaran strategis 

dan program utama kegiatan pokok, rencana kinerja tahunan serta 

perjanjian kinerja ; 

BAB III : Akuntabilitas Kinerja menjelaskan hasil pengukuran kinerja, 

evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja ; 

BAB IV : Penutup menjelaskan kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Tahun 2015-2019 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, 

penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang 

diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang 

disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam 

Pembangunan Jangka Panjang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 

2010-2035 dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2015-2019, 

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. 

Visi merupakan gambaran menantang keadaan masa depan yang 

berisikan cita-cita atau tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi 

berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Mahkamah 

Syar’iyah Kualasimpang  akan dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara 

konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh 

masyarakat(stakeholder/justitiabelen).  

Adapun visi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang  adalah : 

”TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG YANG 

AGUNG” 

Visi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang merupakan kondisi yang 

diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang dalam melaksanakan aktivitas. Berdasarkan visi yang telah 

ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang yang dirumuskan dalam upaya mewujudkan Mahkamah 

Syar’iyah yang agung, difokuskan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

badan peradilan yakni menerima, mengadili, memutuskan dan  menyelesaikan 

suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 
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UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Misi 

Mahkamah Syar’iyah adalah: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dukungan pelaksanaan tugas peradilan; 

2. Memberikan  pelayanan  hukum  yang  berkeadilan  kepada pencari 

keadilan; 

3. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi.  

Wujud dari visi dan misi direalisasikan dalam mencapai tujuan sebagai berikut : 

1. Peningkatan kualitas pelayanan dukungan pelaksanaan tugas peradilan 

dalam.  

Kualitas pelayanan dukungan dimulai dari pengelelolaan keuangan, 

kepegawaian dan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan 

peningkatan mutu pelayanan dalam hal penerimaan perkara, peningkatan 

mutu pelayanan dalam persidangan dan peningkatan mutu pelayanan dalam 

mengadili/ memutus perkara. 

 

2. Peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.  

Kualitas pelayanan hukum dengan sasaran terwujudnya peningkatan 

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) baik pada 

pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Dengan program 

peningkatan dukungan manajemen peradilan agama dengan kegiatan 

pelaksanaan perkara prodeo dan sidang keliling dibiayai oleh negara pada 

pengadilan tingkat pertama sedangkan pada pengadilan tingkat banding 

perkara prodeo murni. 

 

 

3. Peningkatan Kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi.  

Peningkatan kredibilitas, akuntabilitas dan transpransi peradilan dengan 

meningkatkan pelayanan publik dengan sasaran terwujudnya peningkatan 

pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggaraan pengadilan 

tingkat pertama, terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi 

masyarakat pencari keadilan dan terwujudnya peningkatan kualitas 

pelayanan pengaduan bagi masyarakat.  
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Berdasarkan atas tujuan tersebut selanjutnya Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai 

secara tahunan dalam periode renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja 

sebagai alat ukur keberhasilan selama tahun 2015 – 2019 sebagai berikut : 

No Sasaran Strategis 

1 Meningkatkan kualitas pelayanan dukungan pelaksanaan tugas peradilan 

1. Peningkatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya melalui pencapaian kinerja penyelenggaraan 

operasional perkantoran 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang 

melalui pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung 

penyelenggaraan peradilan. 

2 

 

 

 

 

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 

1. Peningkatan penyelesaian perkara 

a. Jumlah Penyelesaian Perkara yang diterima  

b. Jumlah perkara yang  diselesaikan 

c. Jumlah Sisa Perkara yang semakin sedikit 

2. Peningkatan Manajemen Peradilan 

a. Jumlah Penyelesaian Perkara yang dibebaskan biaya/ Prodeo  

b. Jumlah jam layanan Posbakum 

c. Jumlah sidang di luar gedung kantor 

d. Jumlah perkara jinayat 

3 Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan 

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to 

justice) melalui :  

a. Pengumuman prosedur berperkara  

b. Pengumuman besarnya biaya perkara dan penggunaannya 

c. Pengumuman jadwal sidang melalui website 

d. Pengumuman sisa panjar biaya perkara 

e. Jumlah perkara yang dipublikasikan 

f. Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan  
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A. Rencana Kinerja Tahun 2015 

Rencana  Kinerja  pada  dasarnya  adalah  pernyataan  komitmen  yang  

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan 

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan 

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan   khusus   Rencana   Kinerja   antara   

lain   adalah   untuk   meningkatkan   akuntabilitas, transparansi  dan  kinerja  

aparatur  sebagai  wujud  nyata  komitmen  antara  penerima  amanah dengan 

pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan/kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar 

evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan 

sanksi.  

Rencana kinerja Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yang telah dibuat 

pada tahun 2015 sebagai berikut : 

NO.  SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Dukungan 

Pelaksanaan Tugas 

Peradilan 

1. Peningkatan Pelaksanaan Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya melalui pencapaian kinerja 

penyelenggaraan operasional perkantoran  

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mahkamah 

Syar’iyah Kualasimpang melalui pencapaian 

penyediaan sarana dan prasarana yang 

mendukung penyelenggaraan peradilan. 

 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

2 Memberikan Pelayanan 

Hukum yang Berkeadilan 

kepada Pencari Keadilan 

1. Peningkatan penyelesaian perkara 

a. Jumlah  Perkara yang diterima  

b. Jumlah  perkara yang  diselesaikan 

c. Jumlah Sisa Perkara yang semakin sedikit 

2. Peningkatan Manajemen Peradilan 

a. Jumlah Penyelesaian Perkara yang 

dibebaskan biaya/ Prodeo 

b. Jumlah jam layanan Posbakum  

c. Jumlah Sidang diluar gedung kantor 

d. Jumlah Perkara Jinayat 

 

 

550 pkr 

520 pkr 

55 pkr 

 

 

36 pkr 

900 Jam 

4 Keg 

40 pkr 
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Tabel 1. Rencana Kinerja Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Tahun 2015 

 

B. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015 

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur 

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber 

daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata 

komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan 

dan sasaran Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, menciptakan tolok ukur 

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 

Penetapan Kinerja Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yang telah dibuat 

dan ditandatangani pada tahun 2015 sebagai berikut : 

 

3 Meningkatkan Kredibilitas 

dan Transparansi Badan 

Peradilan 

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap 

peradilan (acces to justice) melalui : 

a. Pengumuman proseudur berperkara 

b. Pengumuman besarmya biaya perkara dan 

penggunaanya 

c. Pengumuman Jadwal sidang melalui website 

d. Pengumuman sisa panjar biaya perkara 

e. Jumlah  perkara yang dipublikasikan  
f. Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan 

 

 

 

 

1 web 

 

1 web 

1 web 

1 web 

400 pkr 

1 satker 

NO.  SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Dukungan 

Pelaksanaan Tugas 

Peradilan 

1. Peningkatan Pelaksanaan Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya melalui pencapaian kinerja 

penyelenggaraan operasional perkantoran  

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mahkamah 

Syar’iyah Kualasimpang melalui pencapaian 

penyediaan sarana dan prasarana yang 

mendukung penyelenggaraan peradilan. 

 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 
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Tabel 2. Penetapan Kinerja Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Tahun 2015 

2 Memberikan Pelayanan 

Hukum yang Berkeadilan 

kepada Pencari Keadilan 

1. Peningkatan penyelesaian perkara 

a. Jumlah  Perkara yang diterima  

b. Jumlah  perkara yang  diselesaikan 

c. Jumlah Sisa Perkara yang semakin sedikit 

2. Peningkatan Manajemen Peradilan 

a. Jumlah Penyelesaian Perkara yang 

dibebaskan biaya/ Prodeo 

b. Jumlah jam layanan Posbakum  

c. Jumlah Sidang diluar gedung kantor 

d. Jumlah Perkara Jinayat 

 

 

550 pkr 

520 pkr 

55 pkr 

 

 

36 pkr 

900 Jam 

4 Keg 

40 pkr 

 

 

 

3 Meningkatkan Kredibilitas 

dan Transparansi Badan 

Peradilan 

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap 

peradilan (acces to justice) melalui : 

a. Pengumuman prosedur berperkara 

b. Pengumuman besarmya biaya perkara dan 

penggunaanya 

c. Pengumuman Jadwal sidang melalui website 

d. Pengumuman sisa panjar biaya perkara 

e. Jumlah  perkara yang dipublikasikan 

f. Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan 

 

 

 

 

1 web 

 

1 web 

1 web 

1 web 

400 pkr 

1 satker 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi  

1. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang tahun 2015 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-

masing indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing 

indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja 

 
Target Realisasi 

Capaian 

% 

1. Meningkatkan 

Kualitas 

Pelayanan 

Dukungan 

Pelaksanaan 

Tugas Peradilan 

1. Peningkatan Pelaksanaan 

Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

melalui pencapaian kinerja 

penyelenggaraan operasional 

perkantoran. 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang melalui pencapaian 

penyediaan sarana dan prasarana 

yang mendukung penyelenggaraan 

peradilan. 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

2. Meningkatkan 

Kualitas 

Pelayanan 

Hukum yang 

Berkeadilan 

kepada Pencari 

Keadilan 

1. Peningkatan penyelesaian perkara 

a. Jumlah  Perkara yang diterima  

b. Jumlah  perkara yang  

diselesaikan 

c. Jumlah Sisa Perkara yang 

semakin sedikit 

2. Peningkatan Manajemen Peradilan 

a. Jumlah Penyelesaian Perkara 

yang dibebaskan biaya / Prodeo 

b. Jumlah jam layanan Posbakum 

c. Jumlah sidang di luar gedung 

kantor 

d. Jumlah perkara jinayat 

 

550 pkr 

 

520 pkr 

 

55 pkr 

 

 

38 pkr 

900 jam 

4 keg 

 

40 pkr 

 

519 pkr 

 

497 pkr 

 

69 pkr 

 

 

38 pkr 

900 jam 

4 keg 

 

39 pkr 

 
94,36 % 

 

95,76 % 

 

125,45% 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

97,5% 

3. Meningkatkan 

Kredibilitas dan 

Transparansi 

Badan Peradilan 

Peningkatan aksesibilitas masyarakat 

terhadap peradilan (acces to justice) 

melalui:  

a. Pengumuman prosedur 

berperkara 

b. Pengumuman besarnya biaya 

 

 

 

1 web 

 

1 web 

 

 

 

1 web 

 

1 web 

 

 

 

100% 

 

100% 
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Tabel. 3. Hasil Pengukuran Kinerja MS. Kualasimpang Tahun 2015 
 

Catatan:  Penghitungan Capaian Kinerja = 
���������

���	�

 � 100% 

 

 

  

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara 

umum Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang telah berhasil melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya sesuai dengan capaian kinerja  melebihi dari target 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian dari sisi lain masih 

terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja dan sasaran strategis yang 

telah ditetapkan belum tercapai realisasinya. 

 

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja 

Pada akhir tahun 2015, Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang telah 

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun 

seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

 

Sasaran 1:  Peningkatan Kualitas Pelayanan Dukungan Pelaksanaan Tugas 

Peradilan  

       

Sasaran peningkatan kualitas pelayanan dukungan pelaksanaan tugas 

peradilan adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas 

perkara dan penggunaannya 

c. Pengumuman jadwal sidang 

melalui website 

d. Pengumuman sisa panjar biaya 

perkara 

e. Jumlah perkara yang 

dipublikasikan 

f. Pelayanan Meja Informasi dan 

Pengaduan 

 

 

 

1 web 

 

1 web 

 

400 pkr 

 

1 satker 

 

1 web 

 

1 web 

 

370 pkr 

 

1 satker 

 

100% 

 

100% 

 

92,5 % 

 

100% 
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pokok dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan yang 

prima. Peningkatan kualitas pelayanan dukungan pelaksanaan tugas peradilan ini 

diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditargetkan dengan 

realisasi kinerja tahun 2015  yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:      

INDIKATOR  
KINERJA  

  

TARGET  
2015  

  

  

REALISASI  
2015  

  

  

CAPAIAN  
2015   
(%)  

  

CAPAIAN  

2014 

(%) 
2013 

(%) 

Peningkatan Pelaksanaan 

Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya melalui 

Pencapaian Kinerja 

Penyelenggaraan 

Operasional Perkantoran  

100%  100%  100 % 100%  100%  

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Mahkamah 

Syar’iyah Kualasimpang 

melalui pencapaian 

penyediaan sarana dan 

prasarana yang 

mendukung 

penyelenggaraan peradilan 

  

100 % 

  

  

 

100%  

  

  

  

  

100%  

  

  

  

  

- - 

Tabel 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dukungan Pelaksanaan Tugas Peradilan 

 

Perbandingan data  diambil dari Laporan Tahunan tahun 2013 dan 2014 

sebagai alat ukur perbandingan pengukuran kinerja tahun 2015.   Analisis ketiga 

indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut:  

1.1. Sasaran pelayanan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 

mempunyai indikator kinerja pencapaian penyelenggaraan operasional 

perkantoran yaitu layanan perkantoran dengan volume output 12 bulan 

layanan yang dapat direalisasikan dengan sempurnya selama tahun berjalan. 

 Sehingga tingkat capaiannya :   12  x 100 % = 100%.  

               12 
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 Layanan perkantoran terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu belanja pegawai 

dan belanja barang (operasional dan non operasional) pada Mahkamah 

Syar’iyah Kualasimpang. Untuk capaian tahun 2014 dan 2013 juga telah 

direalisasikan sebanyak 12 bulan layanan atau 100%.  

 Faktor penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan yang cermat, tepat dan tertib dari seluruh aparatur 

Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang. Keberhasilan ini juga merupakan 

wujud kerjasama dan koordinasi yang terjalin baik antara Pimpinan, Majelis 

Hakim dan seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang.  

1.2. Pencapaian target indikator kinerja pengadaan sarana dan prasarana 

Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang sasaran pada tahun 2015 dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

Tingkat capaiannya :    106.000.000,- x 100% = 100% 

         106.000.000. 

 Untuk tahun 2014 dan tahun 2013 tidak ada realisasi pengadaan sarana dan 

prasarana pada Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang disebabkan tidak 

tersedianya pagu anggaran.  

 

Sasaran 2:  Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari 

Keadilan   

   

 

No.   Indikator Kinerja  

  

Target  

  

Realisasi  Capaian  Capaian  

2015  

  

2015  

  

2015 

(%)  
2014 

(%)  
2013 

(%)  

1. Peningkatan Penyelesaian 

Perkara 

     

 a. Jumlah perkara yang 

diterima  

550 pkr 519 94,36% 100% 100% 
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 b. Jumlah perkara yang 

diselesaikan 

520 pkr 497 pkr 95,57% 89,95% 83,21% 

 c. Jumlah sisa perkara yang 

semakin sedikit 

55 pkr 69 pkr 125,45% 100% 100% 

2. Jumlah Perkara Jinayat 40 39 97,5% 100% 100% 

Tabel 5. Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  

Analisis ketiga indikator kinerja dari sasaran kedua ini sebagai berikut: 

2.1.a. Perkara yang diterima tahun 2015 sejumlah 519 perkara dan yang 

kesemuanya telah dicatat di buku register dan diinput ke dalam aplikasi 

SIADPA, atau tingkat capaiannya 100%. Sebagai perbandingan dengan 

tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2014 perkara yang diterima sejumlah 

468 perkara dan pada tahun 2013 juga sejumlah 441 perkara.  

2.1.b. Dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2015 sejumlah 472 perkara 

ditambah sisa perkara tahun lalu 47 perkara, dapat diselesaikan sebanyak 

497 perkara, sehingga capaian kinerjanya :  

   472  x 100% = 94,96% 

  497  

 dengan penjelasan 407 perkara dikabulkan, 29 perkara dicabut, 1 perkara 

ditolak, 7 perkara dicoret, 4 perkara digugurkan, 2 perkara tidak dapat 

diterima dan sisa perkara 69. Sebagai perbandingan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, untuk tahun 2014 perkara yang diselesaikan sejumlah 421 

perkara dari 468 perkara yang masuk (89,95), sedangkan pada tahun 2013 

perkara yang diselesaikan sejumlah 367 perkara dari 441 perkara yang 

masuk (83,21%).   

  

2.1.c. Persentase sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 

sejumlah 47 Perkara maka capaian kinerjanya 100%.  Perbandingan 

persentase sisa perkara yang diselesaikan dari  tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2015 selalu mencapai 100%. Keberhasilan ini dapat dijelaskan bahwa 

sisa perkara yang belum diselesaikan pada triwulan ke empat pada tahun 

sebelumnya harus diselesaikan pada triwulan pertama tahun berikutnya 
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(karena terikat SEMA Nomor 2 Tahun 2014). Adanya sisa perkara yang 

harus diselesaikan disebabkan :  

1. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan 

Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian 

perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 

(tiga) bulan untuk Perkara Pidana dan Perkara Perdata, dan 2 (dua) bulan 

untuk Perkara Tipikor (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 

Tahun 2014).  

2. Berkas perkara yang diajukan banding dikirim oleh Mahkamah Syar’iyah 

Kabupaten/Kota Pengaju pada triwulan ke-empat (akhir tahun).  

2.2. Perkara jinayat yang masuk ditargetkan diselesaikan seluruhnya pada tahun 

berjalan. Untuk tahun 2015 perkara jinayat yang diterima pada Mahkamah 

Syar’iyah Kualasimpang sebanyak 39 perkara,  telah diselesaikan sebanyak 

30 perkara,  dan sisa 9 perkara yang berarti tingkat capaiannya 76,92%. 

Hal-hal terkait perkara yang diterima dan diselesaikan di atas dapat 

digambarkan sebagai berikut :  

No. Perkara 

2013 2014 2015 

Target Realisasi (%) Target Realisasi (%) Target Realisasi (%) 

1.  Jumlah perkara yang 

diterima  

441 441 100 468 468 100 550 519 94,36 

2. Jumlah perkara yang 

diselesaikan 

441 367 83,21 468 421 89,95 520 497 95,76 

3. Jumlah sisa perkara  74 74 100 47 47 100 55 69 125,45 

4. Jumlah perkara jinayat 2 2 100 2 2 100 39 30 76,92 

Tabel 6.  Perbandingan  antara  perkara  diterima, diselesaikan dan sisa tahun 2013, 2014 

dan 2015 pada MS. Kualasimpang 
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Grafik 1. Capaian Persentase Perkara yang Diterima Tahun  2013-2015  

 

 

 

 

Grafik 2. Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2013-2015 
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Grafik 3. Persentase Sisa Perkara Tahun 2013-2015 

 

 

 

 

Sasaran 4 : Peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan  

 

Sasaran peningkatan kredibilitas dan transparansi badan peradilan adalah 

terpenuhinya pelayanan peradilan bagi para pencari keadilan dalam memperoleh 

informasi dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Sasaran 

peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari 

keadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik dan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.  

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 
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 INDIKATOR  
KINERJA  

  

TARGET  
2015  

  

  

REALISASI  
2015  

  

  

CAPAIAN  
2015  
(%)  

  

CAPAIAN  

2014 (%)  2013 (%)  

Peningkatan aksesibilitas 

masyarakat terhadap peradilan 

(access to justice) melalui :  

a. Pengumuman prosedur 

berperkara 

b. Jumlah perkara yang 

dipublikasikan 

c. Pelayanan Meja Informasi dan 

Pengaduan 

 

 

  

 

 

100%  
 

100% 

  
100%  

  

  

 

 

 

100%  
 

92,5% 

  
100%  

  

 

 

 

 

100%  
 

92,5% 

  
100%  

  

 

 

 

 

100%  
 

95% 

  
100%  

  

 

 

 

 

 

100%  
 

100% 

  
100%  

  

 

Tabel 9.  Peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan 

    

 Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah : 
 

4.1.  Persentase pengumuman prosedur berperkara. Pada kegiatan ini, target 

pengumuman prosedur berperkara yang dimuat pada website resmi 

Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang adalah 100% dan telah terealisasi 

100%.  

4.2.  Target jumlah perkara yang dipublikasikan adalah 100% perkara yang 

telah diselesaikan dan diputus pada tahun 2015, yaitu sejumlah 500 perkara 

dan telah direalisasikan sebanyak 370 perkara.  

Tingkat capaiannya :    370      x 100% = 92,5% 

         500 
 

4.3.    Persentase peningkatan  pelayanan meja informasi  dan  penanganan  

pengaduan. 

Pada kegiatan ini pelayanan penanganan pengaduan terhadap penanganan 

perkara maupun prilaku aparatur peradilan agama di targetkan 3 pengaduan 

dalam tahun 2015, hal ini sudah terealisasi 100% penanganan pelayanan 

pengaduan pada tahun 2015. 

Tingkat capaiannya :    0      x 100% = 0% 

         0 
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Tabel pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: 

No. Perkara 

2013 2014 2015 

Target 

 

Realisasi 

 

(%) 

 

Target 

 

Realisasi 

 

(%) Target 

 

Realisasi 

(%) 

1.  Pengumuman 

prosedur perkara 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Jumlah perkara 

yang 

dipublikasikan 

100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 92,5% 92,5

% 

3. Pelayanan Meja 

Informasi dan 

Pengaduan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 10. Persentase pencapaian target kinerja Access to Justice 2013-2015 

 

 

 

Hal ini dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut: 

Grafik 7. Persentase Pencapaian Access to Justice  
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B.  Realisasi Anggaran 

 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah 

Syar’iyah Kualasimpang, pada tahun 2015 Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang 

mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.380.430.000,- (Tiga Milyar Tiga 

Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ). Anggaran tersebut 

mengalami kenaikan dari pagu tahun anggaran 2014. Hal tersebut dapat tergambar 

sebagaimana tabel berikut : 

No. Uraian Program Pagu Tahun 2014 Pagu Tahun 2015 

 
1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Program Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya MA 

  

Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur MA 

 

Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Agama  

 

Rp. 3.253.111.000,- 

 

 

 

- 

 

 

Rp.      15.440.000,- 

 

 

Rp.   3.231.490.000,- 

 

 

 

Rp.      106.000.000,- 

 

 

Rp.         42.940.000,- 

 

JUMLAH Rp. 3.268.551.000,- Rp.     3.380.430.000,- 

Tabel 11. Pagu Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Tahun 2014 dan 2015 

Dengan gambaran pagu Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang diatas maka 

realisasi anggaran tahun 2014 dan 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : 

Tahun 2014  

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah 

Agung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.253.111.000,- dapat terealisasi sebesar 

Rp. 3.091.591.924,- atau tingkat capaiannya 95,03 %. Pada program ini 

kegiatannya terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Pada tahun 2014, pagu 

belanja pegawai sebesar Rp. 2.842.081.000,- dan realisasinya Rp. 2.693.150.575,- 

maka capaian kinerjanya 94,75 %, sedangkan belanja barang ditargetkan Rp. 

411.030.000,- dan direalisasikan Rp. 398.440.000,- atau 96,93%. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana tidak tersedia anggaran sehingga target 

dan realisasinya 0%. 



 

 

22 
 

3. Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan pagu sebesar Rp. 

15.440.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 12.800,000,- atau mencapai realisasi 

82,90 %. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa penyelesaian 

Administrasi perkara, penyelesaian putusan dan Penyelenggaraan Sidang Keliling. 

Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :  

 

N

O PROGRAM ANGGARAN 

REALISASI 

   Anggaran (%) 

1. Program dukungan manajemen 

dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya 

 

 

Rp. 3.253.111.000,- 

   

Rp. 3.091.591.924,- 

 

95,03 

2. Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana - - 0 

3. Program peningkatan 

manajemen peradilan agama 
 

Rp.      15.440.000,- Rp.     12.800.000,- 82,90 

 TOTAL Rp. 3.268.551.000,- Rp. 3.104.391.924,- 94,97 

 
Tabel 12. Realisasi Anggaran Tahun 2014 

 

 

Tahun 2015  

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah 

Agung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.337.490.000,- dapat direalisasikan 

sebesar Rp. 3.420.485.674,- atau tingkat capaiannya 102,48 %. Pada program ini 

kegiatannya terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Anggaran yang tersisa 

sebagian besar berada pada belanja pegawai, yakni dari pagu sebesar Rp. 

2.828.380.000,- direalisasikan Rp. 2.911.686.742,- atau tingkat capaiannya 

102,94%.  Untuk belanja barang dari pagu Rp. 403.110.000,- dapat direalisasikan 

Rp. 402.804.932,- atau 99,92%. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pagu anggaran Rp. 106.000.000,- dan 

realisasi Rp. 106.000.000,- sehingga tingkat pencapaiannya 100%. 

3. Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan pagu sebesar Rp. 

42.940.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 42,900,000,- atau 99,90 %. Pada program 
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ini, kegiatan yang dilakukan berupa penyelesaian Administrasi Perkara, Posbakum, 

Pembebasan Biaya perkara dan Sidang Keliling. 

 

Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :  

NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI 

   Anggaran (%) 

1. Program dukungan manajemen 

dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya 

 

 

Rp. 3.337.490.000,- 

   

Rp. 3.420.485.674,- 

 

102,

48 

2. Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Rp. 106.000.000,- Rp. 106.000.000,- 100 

3. Program peningkatan 

manajemen peradilan agama 
 

Rp. 42.940.000,- Rp. 42.900.000,- 
99,9

0 

 
TOTAL Rp. 3.486.430.000,- Rp. 3.569.385.674,- 

102,

37 

Tabel 13. Realisasi Anggaran Tahun 2015 

 

 

Keuangan Perkara MS. Kualasimpang Tahun 2015 

 

No. Uraian 

Jumlah 

Penerimaan Pengeluaran 

1. Saldo awal tahun lalu 25.869.500.,-  

2. Penerimaan Tahun 2015 :  

 

 

261.451.000,- 

 

3. Biaya Panggilan   139.390.000 

4. Biaya Pemeriksaan Setempat  3.000.000 

5 Biaya Pemberitahuan  25.557.000 

6 Biaya Pengiriman Perkara  650.000 

7 Biaya Proses/ATK  22.050.000 

8  Biaya Materai  2.634.000 
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9 Lain-lain atas perintah Pengadilan  0 

10 Biaya Pendaftaran/ PNBP  13.200.000 

11 Biaya Redaksi  2.195.000 

12. Pengembalian Sisa Panjar  36.011.000,- 

TOTAL 287.320.500,- 244.687.000,- 

Tabel 14. Keuangan Perkara Tahun 2015 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang merupakan  instansi  pemerintah  

pelaksana  tugas yustisial dan administratif di wilayah hukum Mahkamah 

Syar’iyah Kualasimpang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

kawal depan Mahkamah Agung RI. Dalam melaksanakan tugas Mahkamah 

Syar’iyah Kualasimpang berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja 

yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. 

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang tahun 2015 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun 

kegagalan capaian strategis yang ditunjukan oleh Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang tahun anggaran 2015.  Berbagai  capaian strategis tersebut  

tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis 

kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 

3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat 

memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun 

demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara 

keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan   dukungan   

aktif   segenap   komponen   aparatur   Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dan 

masyarakat pencari keadilan. 

B. Saran 

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan 

tugas yustisial dan administratif di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah 

Kualasimpang untuk memberikan pelayanan yang baik dan memberikan 

aksestabel kepada masyarakat pencari keadilan. 
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2. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator 

kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan 

mempertimbangkan tujuan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang secara tepat 

berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia. 

3.  Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu direalisasikan sinergitas 

antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga 

realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus 

dengan output dan outcome kegiatan yang bersangkutan, sehingga hasil yang 

dicapai benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.  

4. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan 

akuntabel.  

 
 
 
 
Kualasimpang, 04 April 2016 

                                                                         Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang 
 

           ttd 
 
 

    Drs. H. BAKTI RITONGA, S.H, M.H 

NIP. 19680315 199303 1 003 

 

 

 

 

 

 

 


